ABSTRAK
Latarbelakang tindak pidana pencucian uang pada tingkat Internasional telah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas kegiatan pencucian uang, maka dengan adanya lembaga organisasi lokal ataupun lembaga Internasional yang berusaha memberantas kegiatan pencucian uang adalah sebagai berikut :
1. America's Finacial Crimes Eforcement Network yang di bentuk oleh departemen Amerika Serikat, yang beranggotakan  50-an  analisa yang  bertugas melacak 
        money laundering melalui data base birokrasi dan lembaga finansial.
2. Financial Action Task Forse (FATF) (1989), berpusat di Paris, yang dibentuk oleh negara-negara industri G7 dan beranggotakan 20 (dua puluh) negara.
Tindak Pidana Pencucian Uang diberlakukannya Asas Lex Specialis Derograt Iex generalis dan Asas ultimum Remedium yang artinya yaitu :
Asas Lex Specialis Derograt Iex generalis adalah Undang-undang yang khusus mengenyampmgkan Undang- undang yang umum.

Asas ultimum Remedium adalah suatu jalan terakhir yang ditempuh dalam suatu proses pengadilan
Identifikasi Masalah dalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :
1. Bagaimana kedudukan hukum pidana (KUHPidana) terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bagaimana persoalan dalam praktek yang berkaitan dengan adanya kedudukan hukum pidana terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Metode Penelitian Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian berupa metode Deskriptif Analitis.
Adapun tehnik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini yakni:
1. Studi Kepustakaan (Library Research), penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.
2. Studi Lapangan, penulis melakukan observasi dan wawancara atau studi lapangan, studi lapangan ini di lakukan di perpustakaan dan di instansi terkait.
Kedudukan KUHPidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tidaklah saling berbenturan melainkan saling melengkapi antara KUHPidana dan Undang-Undang No.8 tahun 2010 atau tidak adanya penyimpangan antara KUHPidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 baik dari segi jenis-jenis tindak pidananya maupun dari segi sanksi hukumnya.

Para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim yang menangani white collar crime memang banyak yang korup dan banyak bukti dilapangan memperkuat anggapan tersebut. Salah satu faktor pendorong mengapa para penegak hukum dibidang tersebut cenderung korup adalah karena kejahatan white collar crime ini umumnya melibatkan miliaran dolar.
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Background matter at international level, eradication of money laundering executed to through various following institute :

1. America’s financial crimes enforcement network formed by United States Department, consists of 50-commissioned analyst to trace money laundering through bureaucracy database and financial institute.

2. Financial Action Task Force (FATF) 1989, Paris formed by industrial nations (G7) and consists 20 (Twenty) state member.

Money laundering evaluated based on Lex Spesialis Derograt Lex Generalis and Ultimum Remedium, that is :

Lex Spesialis Derograt Lex Generalis means specific laws are more majored than general laws.Ultimum Remedium means to uphold law of crime certain action has to be taken in such manner, because its application is not relevant any more.

Identification Matter :

1. How are the status of (KUHPidana) to code 8 / 2010 about money laundering?

2. what are the problems in practice related to existence of crime legal status to code 25 / 2003 about money laundering?
Research Method Analytical Descriptive Method. 

Date collecting methods used by writer are :

1. Bibliography study (Library Research), conducted by studying various law and regulation and literature, law books related to research.

2. Field study, conducting interview and observation or this field study conducted in liberary and any relevant institutions.
The status of KUHPidana And status  to code 8 / 2010 is not each other impinge but each other equip among KUHPidana And  status to code 8 / 2010 or inexistence of deviation  among KUHPidana And  status to code 8 / 2010 goodness from types facet act its crime and also from facet saction crime punishmen.
 All enforcer punish such as police, attorney and judge handling white collar crime its true a lot of corrupt and a lot of evidence in field strengthen the ascription. one of impeller factor why all enforcer punish in the area tend to corrupt is since badness of this white collar crime generally entangle milion dollar.
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